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F' ERAT|..I R"Ahi DAE RAFI KABUPATE${ MUKOMUKO

NOffiOR 5 TAHUN 2OO5

TEP{TANG

SU$UINAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DIhIAS DAERAH
I(ABL'PATEN MUKOMUKO

DEN(iAN RAHMAT TI-,'I"IAN YAh.IG h{AHA ESA

[:lenimbang

tulengingat

MUPATI NfiUKOTdUKO,

balrwa sehubungan dengan ciilaksanakannya Oionomi pacia i'

[)aerah Kabupaten berdasarkarr Undang - undang Nomor 32

l.airun 2004 yang mere,visi tJntjang - irndang Nomor 22 Tahun

199i), dipandang perlu diatur kembali Susunan Organisasi dan
-l-aia Kerja Dinas Daerah Kabupaien;

irahwa untuk melaksanakait rnaksud tersebut pada huruf a oi

rrtas, perlu ditetapkan dengan Peratu:'an Daerah Kabupaten

llukomuko.

Llnclang - undang Nomor 03 Tahurr 2003 tentang Pembentukan

l(abupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur

rlalam Prr:vinsi Bengkr-rlu (Lerrrbaran Negara Rl Tahun 2003

l.lornor 23);

llndang-Urrdang Nonror 10 Tahun 2004 tentang Pentbentukan

F)eraturan Perundang - undangan (i-en-ilraran I'legara Republik

Indonesia -fahun 2004 Nornor {13, Tambalran l-embaran Negara

l-lomor 4389).

tJnclarig - undang Notnor 32 -lahirrt 2004 tentang Pemerintahan

[)aerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125'

-lambahan Lembaran Negara Nonior 4437),
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4. Un,Jarrg - undang Nomor 33 Tafir-rn 2004 tentarrg Perirnbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

No.nor a43B);

5 Pe:aturan Penrerintalr I'Jornor 08 -[ahLrrr 2003 tentanq Pedorran

Orr;anisasi Perangkat Daerah (Lenrbaran NJegara Rl -tahun 2003

Nomor 14);

6. Peraturan Pemerrntah Nonror 09 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangl<atan, Pemindahan dan l]emberhentian Pegawai Negeri

Si6ril (Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nonror 15);

MEMUTUSK,AN :

Menetapkarr : F'ERATURAN DAERAH KABUPATETI MUKOMUKO
l ENTANG SUSUNA,N ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIil,lAs DAERAH KABUPATEN MIJKOMUKO.

BAB I

KEI-ENTUiAN UMUM ii

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerrah ini yang dimaksud dengan :

a, Daeralr aclalah Daerah Kabupaterr Mukomgko.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daeralr Kabupaten Mr_rkomuko.

c. Dew'an Peruuakilart Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Mukonruko.

d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah

Kabuoaten Mukonruko

e. Peraturarr Kepal;r Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten

Mukomuko.

f. Penjabat Bupati a,Jalah Penjabat Bupati Kabupaten Mukomuko.

g. Sekretariat Daera:r adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.

h. Sel<retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabur:aten Mukomuko.

i. Sekretariat Dew,an adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Kabupaten Mukornuko.

j. Sekretaris Dewarn adalah Sekretaris Dewan Peru,akilan Rakyat Daerah

Kabupatr:n Mukornuko.

k Dinas Dererah adirlah Unsur Palal<sana Pemerintah Daerah



BAB II

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUEUNAN
ORGA''I,SAS, DINAS DAERAH

Pasal 2

(1) Dinas Daerah yang dibentuk adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Dinas Kesehatan

3- Dinas Pekerjaan Urnum, pertambangan dan Energi
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Dinas Pertanian, peternakan, Kelautan dan perikanan

6. Dinas Kehutanan dan perkebunan

7. Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasidan UKM
B. Dinas Pendapatan Daerah

(2) Dinas Daerah merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipirnpin
oleh seorang Kepata Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dinas Daerah diatur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran peraturan Daerah ini.

(4) Uraian Tugas darimasing - masing Jabatan Struktural pada Dinas Daerah dituangkan
dalam Keputusan Bupati.

BAB IIT

PENGANGKATAN DAN PEItfr BERHENTIAN

Pasal 3

(1) Peiabat Eselon II dan lll diangkat dan dfberfrentikan ofeh Bupati.
(2) Pejabat Eselon lV ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten atas Pelimpahan Kewenangan oteh Bupati

*r
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BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas l-ata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Mukomuko-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang SUSUNAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAER.AH

K.ABUPATEN MUKOMUKO''.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan t"ng *r
nrengatur mengenai halyang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran

Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah inidengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Mukomuko

Ditetapkan diMukomuko

Pada tanggal

.r-i'--' -.a*
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BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal t
Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan tugas Tata Kerja Dinas Daera

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Mukomuko.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini disebut dengan "Peraturan Daerah tentang SUSUNAI

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO'.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatr

mengenai halyang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembara

Daerah dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalar

penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya
$r

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura

Daerah inidengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggaf OB Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOiIIUKO TAHUN 2005 NOMOR : S SERI ,, D .,

t9



LAMPIRAN I: PERATURAA
NoriloR 

I DA:RyTif,uiltiN MUKoMUKo

2oo5

ORGANISASI DAN TATA KERJA DTNAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas
melaksanakan urusan Rumah rangga Daerah Kabupaten diBidang pendidikan Nasiona
yang telah diserahkan oleh pemerintah.

Pasal 2

untuk menyetenggarakan tugas tersebut pada pasar 1, Dinas pendidikan dan
Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan Kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan
b' Melaksanakan Petunjuk - petunjuk Teknis pelaksanaan pendidikan baik adrginistratif

maupun edukatif dalam ruang lingkup pendidikan
c' Melaksanakan pembinaan rangsung ataupun tidak rangsung kepada unit _ unit

pelaksana teknis ,

Mengusahakan pengentasan pendidikan wajib belajar g tahun sesuai dengan undang
- undang yang berlaku.

Melaksanakan pembinaan, penyetenggaraan, pendidikan dasar dan menengah serta
pendidikan di luar sekolah.

Melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kebudayaan.
Melakukan urusan tata usaha dinas pendidikan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) susunan organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan, terdiridari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

d.

f.

g.

20



c. Bidang Pendidikan Dasar , terdiridari ;

1- Seksi Kurikulum

2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan

d, Bidang Pendidikan fttlenengah, terdiridari ,

1. Seksi Kurikulum

2. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan

e. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana, terdiridari ;

1. Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana

2. Seksi Pendataan dan Pelaporan

f. Bidang Kebudayaan, Pendidikan Luar lSekolah dan Pemuda Olahraga

terdiridari ;

1. Seksi Kebudayaan

2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Penruda Olahraga

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis (SKB dan BLK)

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Keria Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini . r

_1fiHBUPAl 
MUKoMUKo,
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STRUKT'IJR OI{{;ANiSASI DINAS PIii!i};DIKAN DAN KOI}TJDAYAAI\

KEP,,ILA
DINAS

BAGIAN
TATA USA}IA

SUB BAGIAN
KEUANGAN

BIDANG
PENDIDIKAN MENENGAH

BIDANC
PTiRENCANAAN SARANA

DAN PRASARANA

BIDANC
PENDIDIKAN DASAR

BIDANG
KIiBUDAYAAN,

I}LS DAN PO

SEKSI
KURIKULUNI

$EKSI
PNNGADAAN SARANA DAN

PRASARANA

SEKSI
KI.:BUDAYAAN

SEKSI
KETENACAAN DAN

KESISWAAN

SEKSI
KETENAGAAN DAN

KESISWAAN
SEKSI

PENDATAAN DAN
PELAPORAN

SEKSI
I'LS DAN PO

UNIT PELAKSANA
TEKNIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
UMUM



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : E TAHUN2005
TANGGAL_ :1frTlstus 2005

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Kesehalan Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan Urusan

Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang kesehatan yang telah diserahkan oleh

Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Kesehatan mempunyai

fungsi, *.
a. Pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatan, Peningkatan (promotil)

Pencegahan (preventif), Pencegahan (Kuratif), Pemulihan (Rehabilitasi) berdasarkan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

b. Pembinaan Teknis di bidang Kesehatan Dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujuk

berdasarkan kebijaksanaan sesuaidengan keb$aksanaan oleh Menteri Kesehatan.

c. Pembinaan Operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh

Bupati.

d. Menyelenggarakan Tata Usaha dan Rumah Tangga Dinas Kesehatan

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan OrganisasiDinas Kesehatan, terdirldari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

22



2. Sub Bagian Keuangan

e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiridari ;

1. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan

2. Seksi Logistik Farmasidan Omka

d. Bidang Promokes dan Kesling, terdiridari ;

1. Seksi Penyuluhan dan JpKM

2. Seksi Kesehatan Lingkungan

e. Bidang P2P dan Yankes, terdiri dari ;

1. Seksi P2P

?. Seksi Kesga Gizidan Yankesdas/Rujukan

f. Bidang Bina Program, terdiridari ;

1. Seksi Penyusunan Program dan Pengendalian Laporan

2. seksi Registrasi, Akreditasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan

Daerah ini *'

:-\
r BUPAT| MUKOMUKO,
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at,
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOSEHATAN

KEPALA
DINAS

BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUts BACIAi.i
UMUM &

PERLENCKAPAN

SUB BAGIAN
KllUANGAN

BIDANC
BINA PROCRAM

BIDANG
PROMOKES DAN

KESLiNG

SEKSI
!iUNRAI}1&

PENCENDALIAN
LAPORAN

SEKSI
PNNYULUHAN DAN

JPKM

SEKSI
REGDIT &

LITBANGKES

SEKSI
KESGA GIZI &

YANKESDAS/RUJUKAN

SEKSI
KESEHATAN

LINGKUNGAN

IllDAf{G
SARANA DAN
PI{ASAR.ANA

SEKSI
SARANA & PRASARANA

KESEHATAN.

SEKSI
LOCISTIK FAR.MASI

& OMKA

UNIT PELAKSANA
TEKNIS MUKOMUKO,



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : \ TAHUN2005
iamcclu : -,1 APuslas zoos

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN

DAN ENERGI KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mukomuko mempunyai

tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang

Pertambangan dan Energiyang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pekerjaan Umum'

Pertambangan dan Energi mempunyaifungsi :

a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasalttan

Peraturan Perundang - undangan yan berlaku'

b. Melaksanakan penataan wilayah dan konservasi sesuai dengan kebijaksanaan yang

ditetapkan oleh BuPati.

c. Melaksanakan pemberian perizinan dibidang Pertambangan dan Energi sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

Melaksanakan Pembinaan terhadap pengusahaan Pertambangan dan Energi'

Melaksanakan Pengawasan Pertambangan dan Energi'

Melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara teknis atas pelaksanaan atas

tugas pokok sesuaidengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Pekerjaan umum,

Pertambangan dan Energi.

d.

e.

f.

g.

24



SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan OrganisasiDinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiridari:

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang CiPta Karya, terdiridari;

1. Seksi Pemukiman , Tata Ruang dan Perizinan

2. Seksi Pertamanan dan Kebersihan Kota

d. Bidang Bina Marga, terdiridari ;

1. Seksi Jalan

2. SeksiJembatan

e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari ;

1. Seksi Pedesaan dan Bangw,' *.
2. Seksi Pengairan, lrigasidan Tata Guna Air

f. Bidang Pertambangan dan Energi, terdiridari ;

1. Seksi Pertambangan

2. Seksi Energidan Sumber Daya Mineral

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Work shoP

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan

Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

ATI I'IUKOi'IUKO,

25
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,,
STRUKTUR OR{;ANISASI DINAS PEKER.IAAN UNI UM, I}ERTAT{BANGAN I}AN ENilRC I

KEPALA
DINAS

KELOMPGK JABATAN
FUNGSION.{L

BAGIAN
TATA USAHA

SUB BACIAN
KEUANGAN

SUB BACIAN
UMUM

BIDANG
PERTAMBANGAN DAN

ENERCI

BIDANC
SUMBER DAYA AIR

BIDANC
BINA MARGA

BIDANG
CIPTA KA,RYA

SEKSI
PERTAMBANCAN

SEKSI
PEDESAAN DAN BANCWIL

SEKSI
JALAN

SEKSI
PEMUKIMAN, TATA

RUANC & PERIZINAN

SEKSI
ENERCI & SUMBER

DAYA MINERAL

SEKSI
PENCAIRAN.IRIGASI &

TATA CUNA AIR

Sf,KSI
JEMBATAN

SEKSI
PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN KOTA

UNIT PELAKSANA
WORK SHOP MUKOMUKO,



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

: 5 TAHUN 2oos: | figus*us zoos

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mukomuko mempunyaitugas Urusan

Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Desa mempunyaifungsi :

a. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan

masyarakat desa.

b. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan pemberdayaan

organ isasi kemasyarakatan.

c. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan

usaha ekonomi masyarakat dasa.

d. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan

masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya desa.

e. Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan Pemberdayaan

masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan saran

desa.

f.

$.
pelaksanaan pemberdayaan

Perumusan dan penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan perumusan dan

penyiapan kebijakan, fasilitas dan pelaksanaan pemanfaatan teknologitepat guna.

Pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Melaksanakan Penyusunan program di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Melaksanakan Koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program Pemberdayaa*

Masyarakat Desa.



IJ' Menyelenggarakan urusan

masyarakat Desa

tata usaha dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan

SUSUNAN ORGANISASI

pasal 3

(1) susunan organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiridari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan organisasi Masyarakat Desa, terdiridari :

1. Seksi pemberdayaan Organisasi Masyarakat Desa
2. seksi pemberdayaan Kerembagaan Ketahanan Masyarakat Desa

d- Bidang Pemberdayaan usaha EkonomiMasyarakat Desa, terdiridari;
1. Seksi Pengelolaan Usaha Ekonomi Desa
2. seksi pengeroraan Dana dan pembinaan pembangunan Desa

e. Bidang sumber Daya Desa, sarana dan prasarana Desa, terdiridari . 
*r

1. Seksi pemberdayaan Sumber Daya Desa
2. Seksi pengembangan Sarana prasarana Desa

f. Bidang Pendayagunaan TTG, terdiridari :

1. Seksi Kerjasama TTG

2. Seksipengembangan TTG
g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur organisasi Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa
sebagaimana tercantum daram Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam peraturan Daerah ini

ffi e#:^#irxper r M u KoM u K o,

t/ /*:'", h\:;. 
TMUK'MUK.
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i
sT'}dUKT{"]R ORGANiSASI DINAS PEMBERDAYAAN ]VTASYT{RAKAT DESA

KIPALA
DINAS

BACIAN
TATA USAHA

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BACIAN
UMUM

BIDANG
PENDAYAGUNAAN TTC

IIIDANG
SUMBER DAYA DESA

SARANA DAN
PRASARANA DESA

BIDANC
PEMBER.DAYAAN USAHA

EKONOMI
MASYAIi.AKAT DESA

BIDANC
PEIVIBERDAYAAN

ORCANISASI
MASVARAKAT DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA DESA

SEKSI
PENGELOLAAN USAHA

AKONOIVII DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN ORG.

MASYARAKAT DESA

SEKSI
PENGEMBANCAN

SARANA PRASARANA
DESA

SEKSI
PEMBERDAYAAN
KELEMBACAAN

KETAHANAIT,[
MASYARAKAT DESA

UNIT PELAKSANA
TEKNIS

SEKSI
PENCEMBANGAN TTG

KELOMPOK JABATAN
FUNCSIONAL

MUKOMUKO.

SEKSI
PENCELOLAAN DANA &

I'EMBINAAN
PEMBANCUNAN DESA



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

: E TAHUN 2005
: 1 ASr.rsJus 2005

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, KELAUTAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko mempunyai

tugas melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pertanian,

Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang telah diserahkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pertanian, Pelernakan,

Kelautan dan Perikanan mempunyaifungsi :

a- Merumuskan Kebijaksanaan teknis Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan $,
sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

berdasarkan Perundang - undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan pembinaan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan

Perikanan.

c. Melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana Perlanian, Peternakan, Kelautan

dan Perikanan.

d. Melaksanakan pembinaan di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, perlindungan

tanaman dan pengembangan peternakan.

e. Melaksanakan pembinaan di bidang produksitanaman dan peternakan.

f. Melakukan pemberian bimbingan, pembinaan, perizinan dan rekomendasi dibidang

perikanan

g. Melaksanakan pengembangan dan penyerasian institusimasyarakat dan dunia usaha

di bidang perikanan.

h. Melaksanakan bimbingan bina usaha tanidan pendapatan.

i. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas Pertanian,

Peternakan, Kelautan dan Perikanan.

i
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SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan terdiri
dari:

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pertanian, terdiridari ;

1. SeksiBina Produksi

2. Seksi Pertanian tanaman Pangan

d. Bidang Perikanan, terdiridari ;

1. Seksi Pembenihan dan Produksi

2. Seksi Usaha TaniNelayan dan Prasarana

e. Bidang Peternakan, terdiridari ;

1. Seksi Pembibitan dan Kesehatan Hewan r.
2. Seksi Usaha Tani, Pengolahan dan Pengembangan Peternakan

f. Bidang Kelautan, terdiridari ;

1. Seksi Kajiterap Teknologi Eksploitasi dan Urusan Pesisir Pantai

2. Seksi Pengawasan Perlindungan Laut

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Pertanian, Peternakan Kelautan dan

perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

TI MUKOMUKO,
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LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 5 TAHUN 2oo5TANGGAL : lAqrlus 2005._ i t'-

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

pasal 1

Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mukomuko
melaksanakan Urusan Rumah rangga Daerah Kabupaten di

dan Perkebunan yang telah diserahkan oleh pemerintah.

mempunyai tugas

Bidang Kehutanan

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan mempunyai fungsi . *'

a. Menyusun dan mengkordinasikan rencana dan program pembangunan kehutanan di
wilayah Kabupaten atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pusat dan daerah.

b- Menyelenggarakan pembinaan dalam rangka memulihkan, mempertahankan, dan
meningkatkan fungsi hutan.

c. Melaksanakan Pembinaan Teknis diBidang kehutanan dan perkebunan.

d. Melaksanakan pembinaan di bidang rehabilitasi pengembangan lahan, perlindungan
tanaman perkebunan.

e. Menyelenggarakan pemanfaatan fungsihutan dan penggunaan kawasan hutan.
f. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pengelolaan serta pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan.

g. Menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas kehutanan dan
Perkebunan.

h. Melaksanakan bimbingan bina usaha tani dan pendapatan.
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SUSUNA,N ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiridari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Konservasi, Rehabilitasidan Pengusahaan Hutan, terdiridari ;

1. Seksi Kenservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Seksi Perizinan Pengusahaan Hutan

d.BidangPerpetaandanPer|indunganHutan,terdiridari;

1. Seksi lnventarisasi dan Perpetaan Hutan

2. Seksi Perlindungan Hutan

e. Bidang Bimbingan Usaha Perkebunan' terdiridari ;

1. Seksi Agribisnis dan Kemitraan Usaha Tani

2. Seksi Perizinan Usaha Perkebunan

f. Bidang Budidaya Perkebunan, terdiridari ;

1. Seksi Perlindunga n Tanaman Perkebunan

2. Seksi Produksi Perkebunan

g. KelomPok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan dan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian

terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
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LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 6 TAHull2005
tnnoGRL .: 7 Aguslus _ 29.0j ,-

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN UKM

KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal I

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kabupaten Mukomuko

mempunyai tugas melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasidan UKM yang telah diserahkan oleh Pemerintah'

Pasal 2

untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyiapan penyusunan rencana dan program pembinaan sektor *r

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM'

b. Membina dan membimbing kelernbagaan dan usaha sektor perindistrian'

perdagangan, koperasidan UKM sesuaidengan program yang telah ditetapkan'

c. Melaksanakan pengembangan penyuluhan sektor perindistrian, perdagangan'

koperasidan UKM pada masyarakat umum dalam upaya meningkatkan pemahaman

serta pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM'

d. Melaksanakan bimbingan teknis program sektoral di bidang perindustrian'

perdagangan, koPerasi dan UKM.

e. Mengevaluasi kebijaksanaan teknis, bimbingan dan pengembangan perindustrian'

perdagangan, koPerasi dan UKM.

t. Merekomendasi permohonan bantuan yang diajukan oleh sektor perindustrian'

perdagangan, koPerasi dan UKM-

g. Mengkordinasikan pemberian pelayanan teknis dan administratif yang dilakukan oleh

suatu organisasi yang berada dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan'

Koperasidan UKM-

h. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan administrasi dan ketatalaksanaan

dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat'

JZ



$USUNAN ORGANISASI

Pasal 3

{1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri
dari:

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perindustrian, terdiridari ;

1. Seksi Sarana dan Prasarana

2. Seksi Produksi

d. Bidang Perdagangan , terdiridari ;

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

e. Bidang Investasi dan Perizinan, terdiridari ,

1. Seksi Perizinan Investasi

2. SeksiPerizinan lndustri, Perdagangan, Koperasidan UKM ii
f. Bidang Koperasidan UKM, terdiridari ;

'1. Seksi Pengembangan Koperasi

2. Seksi Pembinaan Usaha Kecil

g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

(2) Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

: 5 TAHUN 2005: lftSusluE zoos

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MUKOMUKO

TUGAS POKOK

Pasal 1

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai tugas melaksanakan

Urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten di Bidang Pendapatan Daerah yang telah

diserahkan ofeh Pemerintah.

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 1, Dinas Pendapatan Daerah

mempunyaifungsi :

a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan

koordinasi teknis dan tugas - tugas lain yang diserahkan kepada Daerah sesuai*'

dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah Dan Wajib Retribusi

Daerah.

c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan

Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan

dalam halmenyampaikan dan menerima kembal, SPOP Wajib Paiak.

d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, SPT, Pajak dan Retribusi Daerah.

t. Melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.

g. Melakukan Administrasi Angsuran dan Tunggakan serta keberatan pajak dan

Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya.

h. Melakukan Pembukuan dan pelaporan atas pungutan, penyetoran pajak dan retribusi

daerah, dana perimbangan serta pendapatan lainnya.

i. Melakukan pembukuan atas benda berharga.

j. Melakukan pembukuan penerimaan PBB.

k. Melakukan Koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak - pajak

daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya.
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t. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional bidang pendataan,
penetapan dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penreimaan asli daerah
serta Pajak Bumidan Bangunan.

Melaksanakan tugas perencanaan pengendalian administrasi sppT, DHKP pBB yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderat pajak Bumidan Bangunan.
Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi ctaerah dan pendapatan
daerah lainnya serta pajak Bumidan Bangunan.
Melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta bimbingan teknis di bidang
pasar.

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan unit Pelaksana Teknis Dinas (upTD).
Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas pendapatan Daerah

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) susunan organisasiDinas pendapatan Daerah terdiridari :

a. Kepala Dinas

b. Bagian Tata Usaha, terdiridari:
1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pengembangan dan rntensifikasi pendapatan, terdiridari ;

1- seksi Anarisa dan pengembangan potensi pendapatan

2. Seksi Intensifikasi pendapatan

d. Bidang Pendaftaran dan penetapan, terdiridari ;

1. Seksi pendaftaran

2. SeksiPenetapan

e. Bidang Penagihan, terdiridari ;

1. Seksi penagihan

2. SeksiAngsuran dan Tunggakan

f - Bidang Pembukuan/pelaporan, pAD dan Dana perimbangan, terdiridari ;

1. Seksi Pembukuan pelaporan

2. Seksi Pembukuam Benda Berharga
g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelasana Teknis

n.

o.

p.

q.

ir
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Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Daerah ini
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